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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis dari pembahasan di atas, maka dalam studi ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di 

BPN Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan-peraturan tersebut pada pokoknya 

mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang mana 

proses mediasi ini merupakan proses penyelesaian berdasarkan prinsip 

win-win solution yang diharapkan penyelesaiannya dapat memuaskan dan 

diterima semua pihak. Namun kenyataannya implementasi tersebut di 

lapangan belum optimal karena BPN hanya memberikan fasilitas untuk 

mediasi saja. BPN bertanggung jawab untuk menangani masalah 

administrasi dan pendaftaran tanah, bukan untuk menyelesaikan sengketa 

itu sendiri, fungsi utamanya ialah untuk memfasilitasi aspek administratif 

pengelolaan tanah, menyerahkan penyelesaian sengketa kepada 

mekanisme peradilan atau alternatif.  

2. Faktor penghambat terhadap Implementasi Mediasi dalam 

Penyelesaian Sengketa Tanah di BPN Kabupaten Sleman Berdasarkan 

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, karena BPN fungsi 

utamanya ialah untuk memfasilitasi aspek administratif pengelolaan tanah, 
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menyerahkan penyelesaian sengketa kepada mekanisme peradilan atau 

alternatif sesuai dengan isi dari peraturan menteri tersebut sehingga hasil 

kesepakatan tersebut kurang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang 

berperkara dan dialihkan ke peradilan. Selain itu juga diperlukannya kerja 

sama antara BPN Kabupaten Sleman dengan lembaga mediator eksternal 

karena sumber daya manusia sebagai mediator di BPN Kabupaten Sleman 

hanya ada satu saja.  

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian di atas, maka dapat diajukan 

beberapa saran dalam Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah 

di BPN Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 

Tahun 2020: 

1. Untuk pemerintah perbaikan dari sisi peraturan perundang-undangan, 

yakni terkait pedoman pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui 

mediasi yang integral dan komprehensif. Integral artinya, tidak aturan yang saling 

bertentangan antara satu dan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal, yang 

notabene harus mengukuhkan kantor pertanahan sebagai pelaksana penyelesaian 

sengketa pertanahan melalui mediasi yang kesepatannya bersifat final dan 

mengikat. Komprehensif artinya, aturan pelaksanaan harus mengatur dari hulu ke 

hilir, sejak proses pendaftaran sampai kepada pelaksanaan putusan. 

2. Untuk BPN Kabupaten Sleman, Tim Sumber Daya Manusia Kantor 

Pertanahan Sleman membutuhkan staf tambahan untuk menangani sengketa tanah 
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secara efisien, memastikan penyelesaian yang tepat waktu, dan mencegah 

penumpukan perkara. Hal ini akan meningkatkan kualitas layanan dan 

menyederhanakan proses administrasi, selain itu juga diperlukannya kerja sama 

antara BPN Kabupaten Sleman dengan lembaga mediator eksternal.  
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